
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.481, 2018 KEMTAN. penetapan Jumlah Cadangan Beras 

Pemda.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 

TENTANG 

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS  

PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 Menimbang : a. bahwa untuk penetapan jumlah cadangan pangan 

pemerintah daerah, perlu metode penghitungan jumlah 

cadangan beras pemerintah daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras 

Pemerintah Daerah; 

 

 Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012                                                              

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 

tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2015 Nomor 1243); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN 

JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya. 

2. Cadangan Beras Nasional yang selanjutnya disingkat CBN 

adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, 
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dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras, 

gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 

3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola 

oleh Pemerintah. 

4. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang 

selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan beras yang 

dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah provinsi. 

5. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang 

dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah 

kabupaten/kota dalam menetapkan jumlah CBPP dan 

CBPK. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan cara 

menghitung jumlah cadangan beras di masing-masing 

Daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

 

Pasal 3 

Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK didasarkan pada 

kriteria: 

a. jumlah penduduk; 

b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan 

c. proporsi terhadap cadangan beras nasional. 

 

Pasal 4 

Perhitungan jumlah CBPP dan CBPK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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